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            P     U     T      U      S      A      N

              NOMOR :   169/B /2011 /PT.TUN.JKT.     

                 “DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA“

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  

memer iksa  dan  memutus  sengketa  ta ta  usaha  negara  dalam 

pengad i l an  t i ngka t  band ing  menja tuhkan  putusan  sebaga imana  

te rsebu t  d i  bawah in i  da lam sengketa  anta ra  : - - - - -

ACENG WIJAYA,  SH. ,MH. ,M.Kn   (  OEY TJOEN TJAY )  Kewarganegaraan  

Indones ia ,   Peker jaan   Notar i s  /  PPAT,  

Tempat   Tingga l   d i  Kampung  Pasekon  RT.01,  

RW 12,  Desa  c ipendawa,   Kecamatan  Pacet ,  

Kabupaten  Cian ju r  ,  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PENGGUGAT/PEMBANDING ;  

           M e l  a w a n :  

1.  KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI  

JAWA BARAT  berkedudukan  di   Ja lan  Soekarno  

Hat ta  No.  586  Bandung,  da lam  hal  in i  

d iwak i l i  o leh  kuasanya  :  R.Ja ja t  Pr ia tna ,  

SH. ,Andang  Rahmat ,  SH  dan  Mekkah  Risa ,  

kesemuanya  warganegara  Indones ia ,  

berkedudukan  d i  Ja lan  Soekarno  Hat ta  No 586  

Bandung. ,be rdasa rkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

No.1 /SK/32 /1 /2011 ,  te r t angga l  20  Januar i  

2011,  Selan ju t nya  d isebu t  

sebaga i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . TERGUGAT I  /TERBANDING;

2.  KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR ;  Berkedudukan  di  

  
Hal . 1dar i  13  ha l . P u t . N o  169 /B / 2011 / PT .TUN.JKT  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Ja lan  Raya  Bandung  Sadewata ,  Kabupaten  

Cian ju r ,  da lam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  

kuasanya  :  Yeni  Mer l i yan i , SH . , I r . E n j ang  

Hendars jah ,  Tatang  Suryana ,  SH,  Budi  

Saput ro ,  SH. ,  Awalud in ,  SH. ,  kesemuanya  

Warganegara  Indones ia ,  peker j aan  Pegawai  

Neger i  Sip i l  pada  Kanto r  Per tanahan  

kabupaten  Cian ju r ,  d i  Ja lan  Raya  Bandung  

Sadewata ,  Cian ju r ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  Nomor  :  10/13 /32 .03 /1 / 2011 ,  

te r t angga l  04  januar i  2011,  Selan ju tnya  

disebu t  sebaga i  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERGUGAT  I I  

/TERBANDING;

3.   NY.  ONIH  al ias  THUNG YAN NIO,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan   Ibu      rumah  tangga ,  Tempat  

Tingga l  Di  Ja lan  Suroso  No.  44  Cian ju r ;  

Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  kuasanya  

Sur jand i  El ia ,  SH. ,MH,  Warganegara  

Indones ia ,  peker j aan  Advokat ,  bera lamat  d i  

Ja lan  Diponegoro  No.06  Rt .01 .Rw.01 ,  Kota  

Sukabumi ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus,  

te r t angga l  10  Januar i  2011,  Untuk  

se lan ju t nya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERGUGAT  I I  

INTERVENSI/TERBANDING; -

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

te rsebu t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca :

Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  

Nomor  :  169/ B/  2011/  PT.TUN.JKT,  tangga l  30 September  2011 ,  

ten tang  Penun jukan  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  untuk  memer iksa  dan  memutus   sengketa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Tata  Usaha  Negara  in i  d i  t i ngka t  

band ing . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung Nomor  :  101/G. /  

2010/PTUN. BDG.  tangga l  10  Mei  2011  yang  dimohonkan  band ing  

beser ta  sura t - sura t  la i nnya  yang  ber ta l i a n .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

                             TENTANG  DUDUKNYA SENGKETA 

Memperhat i kan  dan  mener ima  ke jad ian - ke jad ian  yang  

diu ra i kan  dalam  Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung 

Nomor  :  101/G. /  2010/PTUN. BDG.  tangga l  10  Mei  2011   yang  

dimohonkan  banding  beser ta  sura t - sura t  la i n  yang  ber ta l i a n ,  

anta ra  pihak  yang  bersengke ta  sebaga imana  diu ra i kan  d i  atas ,  

seh ingga  d ipe ro leh  krono log i s  ke jad ian  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  /  Pembanding  dalam  pet i t um  

gugatannya  mohon  agar  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung 

member ikan  putusan  anta ra  la i n  untuk  menyatakan  bata l  atau  

t i dak  sah  sura t  keputusan  obyek  sengke ta  yang  berupa  Sura t  

Tergugat  I  Nomor  600- 295,  tangga l  05  Februar i  2009  dan  Sura t  

Tergugat  I I  Nomor  :  600- 1068- 2008,  tangga l  28  Agustus  2008 ,  

dengan  alasan  yang  in t i n ya  (dar i  s is i  Hukum Tata  Usaha Negara)  

bahwa menuru t  Penggugat /Pemband ing  dalam Sura t  Terguga t  I  Nomor  

:  600- 295,  tangga l  05 Februar i  2009 dan Sura t  Tergugat  I I  Nomor  

:  600- 1068- 2008,  tangga l  28  Agustus  2008  te rsebu t  ser ta  

kore las i n ya   te rdapa t   banyak   peny impangan   dan  ke jangga lan  

(  perke l i r u an  )   yang  sangat  memihak ,  menuru t  Penggugat  

  
Hal . 3  dar i  13  ha l . P u t . N o  169 /B / 2011 / PT .TUN.JKT  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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/Pemband ing  bahwa  PARA  TERGUGAT TELAH  MELAKUKAN PERBUATAN 

MELAWAN HUKUM DENGAN PERNYALAHGUNAAN WEWENANG DAN MENGABAIKAN 

KETENTUAN  HUKUM  DAN  PERUNDANG-

UNDANGAN ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

I  /Terband ing ,  mengajukan  ekseps i  dan  jawaban  atas  pokok  

sengketa  ,  yakn i  ekseps i  ten tang  Kewenangan ber t i ndak /Kapas i t a s  

Hak  dan  ekseps i  ten tang  gugatan  penggugat  prematur ,  sedang  

dalam  jawaban  atas  pokok  sengketa  pada  pokoknya  mengemukakan  

bahwa Tergugat  I  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  Penggugat  kecua l i  

te rhadap  hal - ha l  yang  diaku i  secara  tegas  dan  nyata  demi  

kepent i ngan  Tergugat  I ,  bahwa menuru t  Tergugat  I  /Terband ing ,  

penerb i t an   Sura t  Nomor  600- 295  tangga l  5  Pebruar i  2009  yang  

dike lua r kan  o leh  Tergugat  I  dan  Sura t  Nomor  600- 1068- 2008  

tangga l  28 Agustus  2008 yang  dike lua rkan  oleh  Tergugat  I I  te l ah  

sesua i ,  sebaga imana  dia tu r  

da lam : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  Pasa l  

55 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  No.3  Tahun  1997  Pasal  

125  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  No.9  Tahun  1999  Pasal  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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124  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  Kepala  Badan Per tanahan  

Nasiona l  Nomor  :  3  Tahun  1999  Pasa l  

14  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Sebaga i  t i ndak  lan ju t  pe laksanaan  Putusan  Pengad i l an  Neger i  

Cian ju r  No.06 /Pd t .G /2004 /PN.C j  jo .  Putusan  Pengadi l an  Tingg i  

Bandung  No.400 /PDT/2004 /PT.Bdg  jo .  Putusan  Mahkamah  Agung  

Republ i k  Indones ia  No.1442  K/PDT/2005  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum  te tap  ( ink r ch t  van  gewi j sde )  dan  Sura t  

Keterangan  Pengadi l an  Neger i  Cian ju r  

No.11 /KET.PAN.SEK/2008 /PN.C j  tangga l  21  Apr i l  

2008; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sedangkan  Tergugat  I I /Terband ing ,  

mengajukan  ekseps i  dan  jawaban  atas  pokok  sengketa ,  yakn i  

ekseps i  ten tang  gugatan  lewat  waktu  dan  ekseps i  ten tang  obyek  

gugatan  t i dak  te rmasuk  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  sedang  

dalam  jawaban  atas  pokok  sengketa  pada  pokoknya  mengemukakan  

bahwa Tergugat  I I  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  Penggugat  dida lam 

gugatannya  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  diaku i  secara  tegas  

oleh  Tergugat  I I ,  menuru t  Terguga t  I I / Te rband ing  bahwa  dalam 

ta ta  ke lo l a  admin is t r a s i  per tanahan ,  admin is t r a s i  sura t  

menyura t  t i dak  te rmasuk  keda lam  daf ta r  umum  yang  dapat  

d ipe r l i h a t k an  kepada  set i ap  orang.  Tidak  semua  data  dapat  

d ibe r i kan  secara  te rbuka  kepada  umum ( openbarehe id )  kecua l i  

daf ta r  umum yang  ber i s i  in f o rmas i  data  f i s i k  dan  data  yur i d i s ,  

  
Hal . 5  dar i  13  ha l . P u t . N o  169 /B / 2011 / PT .TUN.JKT  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebaga imana  disebu tkan  dalam  Pasa l  187  ayat  (1 )  PMNA/Ka  BPN 

Nomor  3 tahun  1997,  bawa apa  yang  d i l akukan  Tergugat  I I  ada lah  

di  bawah  wewenangnya  dan  sudah  sesua i  dengan  pera tu ran  

(p rosedur i l ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  dalam  proses  pemer iksaan  di  

pers i dangan  t i ngka t  per tama  te l ah  masuk  pihak  Penggugat  I I  

In te r vens i  dan  Tergugat  I I  In te r vens i / Te rband ing  te r sebut  yang  

dalam  jawabannya  mengemukakan  ekseps i  ten tang  obyek  gugatan  

t i dak  bers i f a k  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l ,  dan  ekseps i  

ten tang  gugatan  da luwarsa ,  sedangkan  dalam jawaban  atas  pokok  

sengketa  anta ra  la i n  dikemukakan   bahwa  mengenai   masalah  

Tanah   dan   bangunan   di   Ja lan   Suroso   No.   44   Kabupaten  

Cian ju r   te rsebu t   yang   te rd i r i   dar i   4  (empat )   Ser t i f i k a t  

Hak  Mi l i k    ya i t u   SHM 1154/So lokpandan ,  SHM  564/So lokpandan,  

SHM  1724   dan   SHM  1725   te r sebu t   masih   da lam   Proses  

perkara   perda ta   d i   Pengad i l an   Neger i   Cian ju r   da lam  

Perkara   No.   08/Pdt .G /2010 /PN.   Cj   dan   sekarang   da lam  

proses   pemer iksaan   d i   t i ngka t   Banding ,  Tergugat  I I  

In te r vens i  /Terband ingmeminta  agar  Pengad i l an  Tata  Uaha Negara  

memutuskan  meno lak   Gugatan  Penggugat    se lu ruhnya   atau  

set i dak - t i daknya   menyatakan   t i dak  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa  te rhadap  sengketa  te rsebu t ,  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung dalam putusannya  Nomor  :  

101/G. /  2010/PTUN. BDG.  tangga l  10  Mei   2011,  te lah  mengadi l i  

dengan amar  putusan  yang berbuny i  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - -

M E N G A D I  L I   :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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DALAM  EKSEPSI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mener ima  ekseps i  dar i  Tergugat  I I  dan Tergugat  I I  In te r vens i  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 DALAM  POKOK 

SENGKETA ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan   gugatan  Penggugat   t i dak  dapat  d i te r ima  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  yang  t imbu l  

da lam  sengketa  in i  sebesar  Rp  365.000 . - ( Tiga  ra tus  enam 

puluh  l ima  r ibu  rup iah ) ; - - - - -

Menimbang,  bahwa putusan  Maje l i s  Hakim t i ngka t  per tama  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung Nomor  :  101/G. /  

2010/PTUN. BDG.  tangga l  10  Mei  2011   te rsebu t  d iucapkan  da lam 

s idang  yang  te rbuka  untuk  umum dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa 

Tergugat  I  dan  Kuasa  Hukum Terguga t  I I  In te r vens i ,  tanpa  

dihad i r i  o leh  Penggugat  dan   Tergugat  I I  atau  Kuasanya,  dan 

is i  amar  putusan  te rsebu t  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  mereka  

dengan sura t  mela lu i  Pos te r t angga l  11 Mei  2011 - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa   pihak  Penggugat  /  Pembanding  te lah  

mengajukan  permohonan  band ingnya  di  Kepani te r aan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Bandung tangga l  19  Mei  2011  sebaga imana  

te rnya ta  dar i  Akta  Permohonan  Banding  yang  d ibua t  o leh  

Pani te ra  pada  tangga l  i t u  juga  dan  kemudian   d iber i t a hukan  

kepada  p ihak  lawannya  tangga l   23  Mei  

  
Hal . 7  dar i  13  ha l . P u t . N o  169 /B / 2011 / PT .TUN.JKT  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang bahwa sebe lum berkas  perkara  te rsebu t  d ik i r im  

ke  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,   kepada  pihak  

yang  bersengke ta ,  o leh  Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Bandung te l ah  d ibe r i  kesempatan  untuk  mel iha t  berkas  ( Inzage)  

masing- masing  dibe r i t a hukan  dengan  sura t  te r tangga l  14  Jun i  

2011; -

      

    TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  dengan  memperhat i kan  krono log i s  

ten tang  ke jad ian  sengketa  te rsebu t  d i  atas ,  maka  permohonan  

band ing  dar i   Penggugat /  Pembanding ,  te rnya ta  dia j ukan  te l ah  

sebaga imana  dia tu r  da lam pasa l  123  Undang- Undang Nomor  5 tahun  

1986  jo .  Undang  Undang  Nomor  9  Tahun  2004,  jo  Undang  Undang  

Nomor  51 Tahun 2009 yakn i  bahwa pembacaan putusan  te r t angga l  10 

Mei  2011  tanpa  dihad i r i  Penggugat /Pemband ing  dan  is i  amar  

putusan  te l ah  dibe r i t a hukan  kepadanya  dengan  sura t  

pember i t ahuan  mela lu i  Pos  tangga l  11  Mei  2011  sedangkan  

permohonan  banding  te rca ta t  da lam  Akta  Permohonan  band ing  

tangga l  19 Mei  2011 ,  seh ingga  secara  fo rma l  Pengad i l an  t i ngka t  

band ing  harus  menyatakan  bahwa   permohonan  band ing  yang  

dia j ukan  oleh  Penggugat /  Pembanding  te rsebu t  sepantasnya  

menuru t  hukum  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim   Pengad i l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  membaca,  memer iksa  dan  

menel i t i  secara  seksama atas  berkas  perkara  yang  bersangku tan ,  

anta ra  la i n  sa l i nan  resmi  putusan   Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Bandung Nomor  101 /  G. /  2010 /  PTUN.BDG.  tangga l  10  Mei  2011,  

Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan ,  Ber i t a  Acara  Pers idangan ,  

dan  ala t - ala t  bukt i  yang  dia jukan  oleh  para  p ihak  yang  

berperka ra  dan   sura t - sura t  la i n  ser ta  keten tuan - keten tuan  

hukum  yang  te rka i t  dengan  perkara  in i ,  maka  Maje l i s  Hakim  

Pengad i l an   Tingg i   Tata    Usaha    Negara    Jakar ta   dengan  

sungguh- sungguh  mengadakan  musyawarah  dan te l ah  dicapa i  mufaka t  

bu la t  dengan  berpendapat  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI

Menimbang,  bahwa  maje l i s  hak im  t i ngka t  per tama  te l ah  

mempert imbangkan  te rhadap  ekseps i - ekseps i  yang  dia j ukan  o leh  

Tergugat  I , Tergugat  I I  dan Tergugat  I I  in te r vens i   dengan 

mendasarkan  pada  alu r  per t imbangan  hukum  dimana  te rhadap  

ekseps i  yang  sama anta ra  Tergugat  I ,  Terguga t  I I  dan  Tergugat  

I I  In te r vens i   d i per t imbangkan  seka l i gus  menjad i  satu  kesatuan  

ekseps i  dengan   te r l eb i h  dahu lu  di per t imbangkan  te rhadap  

ekseps i   yang  disampaikan  Tergugat  I I  dan  Tergugat  I I  

in t e r vens i  ten tang  objek  gugatan  t i dak  te rmasuk  dalam 

Penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dengan  alasan  bahwa 

kedua  Sura t  Keputusan  Nomor  600- 295  tangga l  05  Februar i  2009  

yang  di t e r b i t k an  oleh  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan  Per tanahan  

  
Hal . 9  dar i  13  ha l . P u t . N o  169 /B / 2011 / PT .TUN.JKT  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Nasiona l  Prov ins i  Jawa  Bara t   dan  Sura t  Nomor  600- 1068- 2008  

tangga l  28  Agustus  2008  yang  di te rb i t k an  oleh  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kabupten  Cian ju r   bukan lah  merupakan  Sura t  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  bers i f a t  f i na l  dan   be lum  menimbulkan  

ak iba t  hukum;  bahwa dalam per t imbangan  hukumnya  Maje l i s  Hakim  

t i ngka t  per tama  berpendapat  menuru t  hukum bahwa  kedua  Sura t  

Keputusan  yang  di j ad i kan  objek  sengke ta  di  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  Bandung bukan lah  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha Negara  

Sebaga imana  dimasudkan  dalam  Penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  (besch i kk i ng )  v ide  Pasal  1  angka  3  sebaga imana  te l ah  

di rubah  dengan  Pasa l  1  angka  9  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  Tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ; - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa  maje l i s  hak im  Pengadi l an  t i ngka t  

band ing  sependapat  dengan  per t imbangan  maje l i s  hak im  t i ngka t  

per tama atas  ekseps i  te rsebu t  dan untuk  menghindar i  pengu langan  

atas  buny i  per t imbangan  yang  sama  maka  per t imbangan  maje l i s  

hak im  t i ngka t  per tama  atas  ekseps i  te rsebu t  d iambi l  a l i h  

menjad i  per t imbangan  Pengad i l an  Tingka t  band ing  yang  pada  

pokoknya  bahwa maje l i s  hak im  t i ngka t  per tama  mempert imbangkan  

bahwa  kedua  Sura t  Keputusan  yang  di j ad i kan  ob jek  sengketa  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  bukan lah  Sura t  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  Sebaga imana  dimasudkan  dalam  Penger t i an  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  (besch i kk i ng )  v ide  Pasa l  1 angka  3 

sebaga imana  te lah  di rubah  dengan  Pasal  1 angka  9 Undang- Undang  

Nomor  51 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  

Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  dengan  

per t imbangan  yang  pada  pokoknya  sebaga i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam  perkara  in i  adalah  

Sura t  Tergugat  I  Nomor 600- 295,  tangga l  05 Februar i  2009 dan  

Sura t  Terguga t  I I  Nomor  :  600- 1068- 2008,  tangga l  28 Agustus  

2008; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa  Penggugat  Pembanding  dalam  gugatannya  mendal i l k an ,  

anta ra  la i n  bahwa dalam  Sura t  Terguga t  I  Nomor  :  600- 295,  

tangga l  05 Februar i  2009  dan Sura t  Tergugat  I I  Nomor  :  600-

1068- 2008,  tangga l  28  Agustus  2008  te rsebu t  ser ta  

kore las i n ya ,   te rdapa t   banyak   peny impangan   dan  

ke jangga lan                     (  perke l i r u an  )   yang  sangat  

memihak  dan  hanya  mendengarkan  sep ihak  (Ny.  Onih  Cs)  sa ja ,  

bahwa para  Tergugat  te l ah  melakukan  perbua tan  melawan  hukum 

dengan  pernya lahgunaan  wewenang  dan  mengaba ikan  keten tuan  

hukum  dan  perundang-

undangan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa ekseps i   yang  d isampaikan  Terguga t  I I  dan  Tergugat  I I  

in t e r vens i  pada  pokoknya  anta ra  la i n  ten tang  objek  gugatan  

t i dak  te rmasuk  da lam Penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha Negara ,  

Maje l i s  Hakim  memper t imbangkannya  sebaga i  ber i ku t  :  bahwa 

secara  impera t i f  batasan  penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  dapat  d i j ad i kan  objek  sengketa  d i  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  te l ah  disebu tkan  dalam  Pasal  1  angka  3 

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  te l ah  di rubah  

  
Hal . 11  dar i  13  ha l . P u t . N o  169 /B / 2011 / PT .TUN.JKT  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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dengan  Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  2004  Jo  Pasal  1 angka  9 

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  kedua  

atas  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 menyebutkan”  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  ada lah  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  

dike lua r kan  oleh  badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

ber i s i  t i ndakan  hukum ta ta  usaha  negara  yang  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ,yang  bers i f a t  

konkr i t ,  ind i v i d ua l  dan  f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum 

bag i  seseorang  atau  Badan  Hukum Perda ta ”  ;  bahwa menuru t  

maje l i s  hak im  t i ngka t  per tama,  kese lu ruhan  e lemen  yang  

te rmuat  da lam Pasal  1  angka  9 Undang- Undang  Nomor  51  Tahun 

2009   te rsebu t  d i  atas  bers i f a t  komula t i f  ar t i n ya  untuk  

dapat  d ika ta gor i kan   sebaga i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

(Besh i kk i ng )  yang  dapat  d iu j i  keabsahannya  di  pers i dangan  

harus lah  memenuhi  ke- enam elemen Pasa l  1 angka  9   te rsebu t ;  

berdasar  pemer iksaan  dipers i dangan ,  Maje l i s  Hakim  t i ngka t  

per tama  te lah  mempela ja r i  secara  seksama  te rhadap  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  menjad i  ob jek  sengketa  dan  

te lah  di j ad i kan  bukt i  ber tanda  T. I . 1  dan T. I I . 1   dan  kedua  

sura t  keputusan  te rsebu t  hanya lah  bers i f a t  permohonan  

Pembata lan  Pera l i han  hak  atas  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  

1154/So lokpandan  luas  121  m2 dan  SHM Nomor  564/So lokpandan  

luas  51 m2 An.Oey  Tjoen  Tjay  kembal i  kepada  Ny Onih  ( dahu lu  

Thung  Jan  Nio)  yang  secara  prosedura l  dar i  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  kabupaten  Cian ju r   (Terguga t  I I )  v ide  bukt i  

T. I I . 1  di tu j u kan  kepada  Kepala  Kantor  Wi layah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Jawa  Bara t  (Terguga t  I )  dan  

berdasarkan  sura t  te rsebu t  te rguga t  I  meneruskan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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permohonannya  kepada  Kepala  Badan  Per tanahan  Nas i ona l  RI  d i  

Jakar ta  ;  menuru t  maje l i s  hak im  t i ngka t  per tama,  bahwa 

apab i l a  dice rmat i  maksud  dan  tu j uan  kedua  sura t  te rsebu t  

dapat  d ika tago r i k an  sebaga i  sura t  admin is t r a s i  b iasa  dan  

bukan  merupakan  Besch ikk i ng  sebaga imana  dimaksud  Pasa l  1 

angka  9  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009   dan  secara  

subtans i  kedua  sura t  te r sebu t  be lumlah   menimbulkan  

perubahan  te rhadap  suasana  hubungan  hukum yang  te lah  ada  

seka l i pun  kedua  objek  sengketa  berka i t an  adanya  Putusan  

Perdata   namun masih  memer lukan  atau  di ten tukan  oleh  Kepala  

Badan Per tanahan  Nasiona l  RI  yang  akan  memutuskannya  meru juk  

pada  atu ran  dasar  d i  Badan  Per tanahan  Nasiona l   v ide  

Pera tu ran  Menter i  Agrar i a /Kepa la  BPN Nomor  3  Tahun  1997  

Tentang  Keten tuan  Pelaksanaan  PP 24 Tahun 1997 dan Pera tu ran  

Menter i  Agrar i a /Kepa la  BPN Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  

Cara  Pember ian  dan  Pembata lan  Hak atas  Tanah  Negara  dan  Hak 

Pengelo laan  ;  bahwa berdasarkan  per t imbangan  hukum te rsebu t  

Maje l i s  Hakim  t i ngka t  per tama  berpendapat  menuru t  hukumnya  

bahwa kedua  Sura t  Keputusan  yang  d i j ad i kan  ob jek  sengketa  di  

Pengad i l an  Tata  usaha  Negara  Bandung  bukan lah  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Sebaga imana  d imasudkan  da lam 

Penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (Besch ikk i ng )  v ide  

Pasa l  1  angka  3  sebaga imana  te l ah  di rubah  dengan  Pasal  1 

angka  9 Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  

kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  o leh  karena  kedua  sura t  

keputusan  in  l i t i s  bukan lah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  

  
Hal . 13  dar i  13  ha l . P u t . N o  169 /B / 2011 / PT .TUN.JKT  
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Negara  (Besch ikk i ng )  v ide  Pasal  1  angka  9  Undang- Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  maka secara  prasyara t  fo rma l  dan  kompetens i  abso lu t  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  t i dak l ah  berwenang  

memer iksa ,memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  in  

l i t i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  menuru t  maje l i s  hak im  t i ngka t  per tama,  bahwa   o leh  

karena  ekseps i  Tergugat  I I / Te rband ing  dan  Tergugat  I I  

in t e r vens i / Te rband ing   ten tang  ob jek  gugatan  t i dak  te rmasuk  

dalam  Penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

te lah  dipe r t imbangkan  cukup  bera lasan  dan  berdasar  hukum,  

maka   te rhadap  ekseps i  demik ian   patu t   d i te r ima  dan  

dikabu l kan  dan  te rhadap  ekseps i  la i nnya  t i dak  per lu  

dipe r t imbangkan  lag i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang,  bahwa  maje l i s  hak im  t i ngka t  per tama  te l ah  

mempert imbangkan  pokok  sengke ta  dalam  perkara  in i  dengan  

per t imbangan  bahwa o leh  karena  Ekseps i  Tergugat  I I / Te rband ing  

dan  Tergugat  I I  in te r vens i / Te rband ing   ten tang  objek  gugatan  

t i dak  te rmasuk  da lam  Penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

te lah  dinya takan  di te r ima  maka  te rhadap  pokok  sengketa  t i dak  

dipe r t imbangkan  leb ih  lan ju t  pembukt i annya  dan dinya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima  ; - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang  bahwa  maje l i s  hak im  t i ngka t  band ing  

sependapat  dengan  per t imbangan  maje l i s  hak im  t i ngka t  per tama  

te rsebu t  bahwa  ada lah  sudah  konsekwens i  log i s  dengan  

di t e r imanya  ekseps i  Terguga t  I I / Te rband ing  dan  Terguga t  I I  

in t e r vens i / Te rband ing   ten tang  objek  gugatan  t i dak  te rmasuk  

dalam  Penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  maka  te rhadap  

pokok  sengketanya  t i dak  per l u  dipe r t imbangkan  lag i  

pembukt i annya  dan  te rhadap  gugatan  pihak  Penggugat  menuru t  

hukum  harus  d inya takan  t i dak  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  hukum 

te rsebu t  dan  te rnya ta  t i dak  ada  memor i  band ing  dar i  

Penggugat  /Pembanding  guna  melemahkan  per t imbangan  hukum 

te rsebu t  maka Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  

Jakar ta  berpendapat  bahwa putusan  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Bandung  Nomor  :  101/G/2010 /PTUN.BDG.  yang  

diucapkan  dalam  pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  

tangga l  10  Mei  2011  te rsebu t  harus lah  

dikua tkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pada  dasarnya  te rnya ta  

Penggugat /  Pembanding   berada  pada  pihak  yang  ka lah  ,  maka 

sesua i  dengan  keten tuan   Pasa l  110 Undang- Undang Nomor  5 tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  te l ah  diubah  

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo .  Undang Undang Nomor  

51  Tahun  2009,  kepada  Penggugat /  Pembanding  te rsebu t  harus  

dibeban i  kewaj i ban  untuk  membayar  biaya  perkara  di  kedua  

  
Hal . 15  dar i  13  ha l . P u t . N o  169 /B / 2011 / PT .TUN.JKT  
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t i ngka t  pengad i l an ,  yang  besarnya  biaya  dalam t i ngka t  band ing  

di t en tukan  dalam amar  putusan  in i .  - - - - - - - - - - - - - - -

Memperhat i kan ,  Pasa l - Pasa l  da lam Undang- Undang Nomor   5 

tahun  1986  jo .  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  jo  Undang  

Undang Nomor  51 Tahun 2009 ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  

Nomor  5 tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  beser ta  

pera tu ran  perundang- undangan  la i nnya  yang  ber ta l i a n . - -

                                  

                                 M   E   N   G   A   D   I  

L   I     :

Mener ima  permohonan band ing   Penggugat  /  Pembanding  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menguatkan    putusan    Pengad i l an   Tata   Usaha  Negara  

Bandung Nomor  :  101/   G/2010/  PTUN.BDG.  tangga l  10 Mei  

2011 yang  dimohon kan  band ing ;  - - -

Menghukum   Penggugat  /  Pembanding  untuk  membayar  biaya  

perkara  di  kedua  t i ngka t  pengad i l an  yang  dalam  t i ngka t  

band ing  d i t e t apkan  sebesar   Rp.250.000 , -     (Dua  Ratus  

Lima Puluh   Ribu  Rupiah)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  putusan  in i  d iambi l  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  Jakar t a  yang  

di l angsungkan  pada  har i   Selasa  tangga l  13  Desember  2011  yang  

te rd i r i  dar i  :   SAMSULHADI,S . H. ,  se laku  Ketua  Maje l i s ,  DR. 

ARIFIN  MARPAUNG,  S. H. ,  M. Hum.   dan  HJ.  ELLY HADIDJAH,  S. H.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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masing- masing  sebaga i   Anggota - anggota  Maje l i s ,   putusan  mana 

diucapkan  dalam s idang  yang  te rbuka  untuk  umum oleh  Hakim Ketua  

Maje l i s   pada har i  i t u  juga ,  dengan  d idamping i  o leh  Hakim- Hakim 

Anggota  te rsebu t ,  dan   d iban tu  o leh  LALA DEWI,S . H. , .  sebaga i  

Pani te ra  Penggant i ,  dengan  tanpa  dihad i r i  o leh  p ihak  yang  

berseng keta  atau  

Kuasanya. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                    KETUA 
MAJELIS,
      

     HAKIM- HAKIM ANGGOTA, 
Ttd

                   Ttd
  
SAMSULHADI,  S.H. ,

1.DR.ARIFIN  MARPAUNG, S.H. ,M.Hum. ,  

                   Ttd
  

2.HJ.  ELLY HADIDJAH,  S.H. ,

PANITERA PENGGANTI

                 Ttd

  
LALA DEWI,  S.H. ,

 

  
Hal . 17  dar i  13  ha l . P u t . N o  169 /B / 2011 / PT .TUN.JKT  
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Per inc i an  b iaya  perkara  :

1.  R e d a k s i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……… Rp 

5.000 , -

2.  M a t  e r  a i  . . . . . . .……….………….…Rp     6.000 . -

3.  L e g e s . . . .………………………... . . Rp     5.000 , -

4.  Sura t  Pember i t ahuan  …..…….….. . Rp   25.000 , -

5.  Biaya  proses  band ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 209.000 , -

    J  u m l  a h ……... . . . . . . . . . . . . .……….. . . Rp 250.000 , -

Terb i l ang  :    dua ra tus  l ima  puluh  r ibu  rup iah .

 

    Cata tan  :

*  Sal i nan  putusan  in i  d isampaikan  untuk  kepent i ngan  
dinas ,  memenuhi  keten tuan  Pasa l  51  A ayat  (2 )  Undang- Undang 
No.51  Tahun  2009  t entang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang 
No.5  Tahun 1986 t entang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara .

*  Pengajuan  tenggang  waktu  upaya  hukum  dih i t ung  se jak  
tangga l  pember i t ahuan  putusan ,  yang  akan  diber i t a hukan  oleh  
Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Bandung kepada  para  p ihak .

                                                              

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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